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Suatu peristiwa perceraian dapat dibatalkan. K etentuan pembatalan perceraian hanya berlaku untuk
penganut agama selain Islam. Payung hukum atas ketentuan tersebut sampai saat ini hanya diatur dalam
Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian dan peraturan
pelaksananya. Namun, ketentuan tersebut masih belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum
khususnya Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 702/PDT.P/2019/PN.Tng. Dalam penetapan ini, Majelis
Hakim menolak permohonan Para Pemohon terkait pembatalan perceraian karena Majelis Hakim merujuk
pada Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Penulis dalam
tulisan skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam UU
Perkawinan, serta membahas mengenal ketentuan pembatalan perceraian berdasarkan peraturan perundang-
undangan di Indonesiayang kemudian dikaitkan dengan analisis Penetapan Nomor
702/PDT.P/2019/PN.Tng. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode
analisis data deskriptif-analitis sehingga kesimpulan yang diperol eh berupa penjelasan eksplanatif.
Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yakni Pasal 43 dengan Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan
memiliki perbedaan makna dan penerapannya. Sehingga, Majelis Hakim dalam perkara pembatalan
perceraian seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja sesuai asas lex
specialis derogat legi generalis. Terlebih lagi, hanya dengan merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi

K ependudukan, maka akta perceraian dari Para Pemohon akan dicabut sehingga secara otomatis akta
perceraian tersebut tidak akan berlaku lagi. Selain itu, Para Pemohon juga seharusnya hanya merujuk pada
Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan sgja.

...... A divorce event can be canceled. Divorce cancellation provisions only apply to adherents of religions
other than Islam. Until now, the legal protection for this provision is only regulated in Article 43 of the
Population Administration Law on Registration of Divorce Cancellation and its implementing regulations.
However, this provision is still not well understood by law enforcers, especially the Panel of Judgesin
Stipulation Number 702/PDT.P/2019/PN.Tng. In this decision, the Panel of Judges rejected the Petitioners
petition regarding divorce cancellation because the Panel of Judges referred to Article 72 of the Population
Administration Law on Cancellation of Civil Registration Deeds. The author in this thesis will discuss the
provisions of marriage and divorce which are regulated in the Marriage Law, as well as discussing the
provisions for cancellation of divorce based on statutory regulations in Indonesia which are then linked to
the analysis of Stipulation Number 702/PDT.P/2019/ PN.Tng. This thesis uses a normative-juridical
approach with descriptive-analytical data analysis method so that the conclusions obtained are in the form of
an explanatory state. The conclusion from thisthesisisthat Article 43 with Article 72 of the Population
Administration Law has different meanings and applications. Thus, the Panel of Judgesin divorce
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annulment cases should only refer to Article 43 of the Population Administration Law according to the lex
specialis derogat legi generalis principle. Moreover, only by referring to Article 43 of the Population
Administration Law, the divorce certificates of the Petitioners will be revoked so that automatically the
divorce certificates will no longer be valid. Apart from that, the Petitioners should only refer to Article 43 of
the Population Administration Law only.



